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Arfan: Honorarium badan Adhoc naik

KPU Boltim A,]ukan Penambahan Anggaran

Tutuyan, KOMENTAR
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Bolaang Mongondow
Timur (Boltim), akan meng-
ajukan penambahan ang-
garan sebesar Rp 900 Juta

ke Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Boltim, untuk
pelaksanaan Pemilihan Gu-
bernur dan Wakil Gubernur
serta Bupati dan Wakil
Bupatl pada Pllkada Tahun

Q Arfan Palima.

2020.-Hal ini menyusul de-
ngan adanya surat edaran
KPU RI Nomor 2121/
KU.03.2-SD/01/KPU/X/
2019 tentang kenaikan

honoarium badan adhoc.
Sekretaris KPU Boltim,
Arfan Palima, kepada se-
jumlah wartawan, pihaknya
membenarkan adanya ke-
naikan honoarium untuk
Ikutl KPU di hal 20

R

l KP”'" »
. PPK, PPS dan KPPS pada
Pilkada 2020. “Kenaikan

honoarium berfariasi, di-
mana PPK naik 19 persen,
PPS 33-35 persen, dan
KPPS 64-70 persen,” ujar
Arfan.

Lanjut Arfan mengatakan
standar pembayaran hono-
arium yang tertuang dalam
NPHD masih menggunakan
standar pembayaran lama,
‘karena ketika penandata-
nganan NPHD surat edaran

kenaikan gaji adhoc belum
ada. “Sekarang edaran dari
KPU RI sebagai tindaklanjut
dari keputusan Kemen- '
terian Keuangan sudah ada,

jadi KPU boltim akan me-
ngajukan lagi penambahan
anggaran sebesar Rp 900
Juta. Dengan adanya eda--
ran kenaikan gaji adhoc,

maka KPU. Provinsi Sula-
wesi Utara (Sulut) menya--
maratakan gaji adhoc di
KPU yang ada di 15 Kabu-

paten/Kota se-Sulut sebe-
sar Rp 2:200.000 perbulan,”
Jelasnya Dengan kenaikan
: gaji adhoc maka KPU Boltim
- merencanakan pembaha-
san penambahan anggaran
bersama Pemkab Boltim.
“Jika tidak disesuaikan
anggaran ini, maka badan
_adhoc di Boltim masi akan
- menggunakan standar pem-
biayaan honoarium pada
‘RKA KPU sebelumnya,
-tutupnya.temal -



